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Abstrak 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengelolaan wakaf 
tunai sebagai solusi pengentasan kemiskinan akibat covid-19 di Kota Makassar. Pokok masalah 
tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam dua sub-masalah, yaitu 1) Bagaimana program 
pengelolaan wakaf tunai yang dilaksanakan lembaga wakaf di Kota Makassar? 2) Bagaimana 
ketentuan pengelolaan wakaf tunai menurut UU No.4 Tahun 2004 Tentang Wakaf? 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui: 1) Pengelolaan wakaf tunai di Kota Makassar 
masih dilakukan secara individu yang dimana program pengentasan kemiskinan masih 
merupakan program wacana yang perlu dikonsolidasikan lebih lanjut pada forum-forum nazhir 
yang difasilitasi oleh Badan Wakaf Indonesia 2) Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang 
Wakaf di Kota Makasar tetap menjadi acuan pembinaan pengelolaan wakaf tunai kepada 
nazhir-nazhir. Namun, belum sampai menyentuh program pengentasan kemiskinan secara 
eksplisit. 
Implikasi dari penelitian ini antara lain: Badan Wakaf Indonesia Sulawesi Selatan diharapkan 
melakukan perbaikan pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang fokus dalam semangat 
pemberdayaan wakaf khususnya pada wakaf tunai, Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Sulawesi Selatan perlu lebih tegas dalam pengolahan dan pengumpulan data harta 
benda wakaf, masyarakat diharapkan lebih cerdas dan teredukasi dalam menggunakan media 
informasi sebagai bahan edukasi, serta pendidikan yang diharapkan mampu lebih mendalami 
wakaf khususnya wakaf tunai, sehingga dari kombinasi keempat unsur ini dapat mencapai 
terwujudnya wakaf tunai sebagai pengentasan kemiskinan akibat pandemic covid-19.  
Kata Kunci: Pengelolaan, Peraturan, Wakaf Tunai. 
Abstract 
The main problem of this research is how is the juridical review of the management of cash 
waqf as a solution to alleviating poverty due to COVID-19 in Makassar City. The main problem 
is further elaborated into two sub-problems, namely 1) How is the cash waqf management 
program implemented by waqf institutions in Makassar City?, 2) What are the provisions for 
cash waqf management according to UU No. 41 of 2004 concerning Waqf? 
Based on the results of the research, it can be seen that: 1) Cash waqf management in Makassar 
City is still carried out individually where the poverty alleviation program is still a discourse 
program that needs to be further consolidated in nazhir forums facilitated by the Badan Wakaf 
Indonesia. 2) Implementation of UU no. 41 of 2004 concerning Waqf in Makassar City remains 
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a reference for fostering cash waqf management for nazhir-nazhir. However, it has not yet 
touched on the poverty alleviation program explicitly. 
The implications of this research include: Badan Wakaf Indonesia Sulawesi Selatan is expected 
to make improvements to Human Resources (HR) which focus on the spirit of empowering waqf, 
especially on cash waqf, the Regional Office of the Ministry of Religion of South Sulawesi 
Province needs to be more assertive in processing and collecting property data waqf, the public 
is expected to be smarter and educated in using information media as educational materials, 
and education is expected to be able to further explore waqf, especially cash waqf, so that the 
combination of these four elements can achieve the realization of cash waqf as poverty 
alleviation due to the covid-19 pandemic. 
Keywords: Cash Waqf, Management, Rules.  
 
 
A. Pendahuluan  
Corona Virus Disease atau biasa disingkat dengan Covid-19 adalah sejenis virus 
mematikan yang menyerang pernapasan dan telah mendapat perhatian yang cukup serius 
setelah World Health Organization (WHO) menaikkan status penyebaran virus ini 
menjadi pandemi global. Hasil penelitian dari Institute of Virology di Wuhan setelah 
melakukan analisis secara metagrnomics menyatakan bahwa virus ini merupakan etilogi 
potensial yang kemudian disebut dengan novel corona virus 2019 (nCoV-2019).1 
Pemerintah Indonesia sendiri melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
telah menaikkan status penyebaran wabah virus Covid-19 menjadi darurat pada 29 
Februari 2020, yang dimana penyebarannya perlu ditangani dengan sigap dan sesegera 
mungkin untuk mencegah kenaikan drastis korban yang telah terinfeksi virus. Akibat 
pengumuman kedaruratan ini, mengakibatkan pemberlakukan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) di hampir seluruh daerah di Wilayan Indonesia yang tentunya 
sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat terkhusus hantaman keras pada 
lajur pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bank dunia memprediksi kemiskinan ekstrim 
diperkirakan akan meningkat dan mencapai 115 juta orang dalam kategori kemiskinan 
ini2. Hal ini tentunya berdampak besar kepada masyarakat yang tentunya akan masuk ke 
masa-masa tersulit dalam resesi ekonomi. Secara signifikan, pandemi ini akan 
menyebabkan masyarakat akan bekerja keras untuk bertahan hidup. Lebih 
 
1 M, LE Parwanto, “Virus Corona (2019-nCoV) penyebab Covid-19”, Biomedika dan Kesehatan Vol.3 
No. 1 (Maret 2020), hlm. 1. 
2 https://bisnis.tempo.co/read/1394105/pandemi-bank-dunia-prediksi-115-juta-orang-menjadi-sangat-
miskin-di-tahun-ini 
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memprihatinkan lagi, akibat merebaknya pandemi covid-19 dan pemberlakuan PSBB, 
akan banyak didapati kelompok masyarakat yang akan kehilangan mata pencaharian 
karena harus berdiam diri di rumah.  
Akar permasalahan yang paling tampak jelas adalah ketidak cocokan para pekerja 
lapangan dengan konsep Work From Home (WFH) yang digalakkan pemerintah, mereka 
yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan luar rumah tentunya tidak mampu 
melakukan apa-apa selain menunggu keadaan kondusif yang tidak tentu kapan akan 
terjadi.  
Pusat Penyuluhan Konseling Sosial juga menyatakan dampak dari kehilangan mata 
pencaharian ini menimbulkan berbagai aksi tindak pidana, seperti yang terjadi di Kota 
Bogor, seorang mantan karyawan pabrik sandal mencuri tabung gas untuk memberi makan 
istri dan anaknya, selain itu juga ada kasus pencurian beras yang terjadi di Kota Medan 
akibat tidak memiliki penghasilan untuk membeli makanan3.  
Menurut Badan Pusat Statistika Sulawesi Selatan, di Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah 
penduduk miskin 776.830 jiwa mengalami peningkatan sebesar 17,25 ribu jiwa terhadap 
September 2019 dan meningkat 9,03 ribu jiwa terhadap Maret 2019. Sedangkan pada 
persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 8,72 persen juga mengalami 
peningkatan sebesar 0,16 poin dari September 2019 dan naik 0,03 poin dari Maret 2019. 
Persentase penduduk miskin ini mengalami peningkatan baik di perkotaan maupun di 
pedesaan4.  
Di Kota Makassar sendiri angka kemiskinan mencapai 154.632 keluarga. Data terpadu 
kesejahteraan sosial mencatat ada terdapat 82.326 rumah tangga sebelum adanya pandemi 
covid-19, hal itu berarti terjadi penambahan sekitar 72.306 keluarga miskin di Kota 
Makassar5. 
Tentunya dalam keadaan krisis ekonomi seperti ini diperlukan strategi yang sigap untuk 
pulih dari “sakit” ekonomi ini. Jika ditelisik lebih arif, penyebab kemerosotan ekonomi 
tidak hanya karena kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan, tetapi lebih jauh karena 
 
3 https://puspensos.kemsos.go.id/potret-kemiskinan-di-tengah-pandemi-covid-19 
4 Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, “ Profil Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2020”, 
Berita Resmi Statistik No.39/07/73/Th. XIV, 15 Juli 2020. 
5https://m.bisnis.com/sulawesi/read/20200519/539/1242746/kemiskinan-di-makassar-meningkat-
signifikan 
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kurangnya optimalisasi penggunaan segala anugerah yang diberikan Allah SWT., baik 
berupa sumber daya alam maupun optimalisasi pembangunan manusia itu sendiri. Maka 
dari itu, untuk menanggulangi semakin merosotnya permasalahan ekonomi masyarakat 
dapat dilakukan dengan memanfaatkan alternatif kegiatan pembangunan ekonomi yang 
telah lama berlaku salah satunya alternatif wakaf. Bahkan efektifitas wakaf kian hari 
semakin sederhana karena hadirnya konsep wakaf tunai yang tidak mengharuskan waqif 
untuk memiliki sebidang tanah atau bangunan terlebih dahulu untuk berwakaf. 
Secara etimologi wakaf berasal dari Bahasa Arab “waqafa-yaqifu-waqfan” yang berarti 
“menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Secara terminologi, 
beberapa ulama berbeda pendapat. Menurut Faishal Haq, perbedaan definisi wakaf 
digunakan oleh arus. Hal ini dikarenakan wakaf memiliki 25 makna. Banyaknya makna 
ini mempengaruhi para mujtahid dalam mendefinsikan wakaf.6 Misalnya Al- Manawi 
yang bermazhab Syafi’i mendefinisikan, “Menahan harta benda yang dimiliki dan 
menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang 
berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata 
karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT”.7 
Sementara pendapat Al-Kattab dalam kitabnya Al-jalil yang bermazhab Maliki 
menyebutkan definisi Ibnu Arafah dan mengatakan bahwa wakaf adalah, “Memberikan 
manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim dalam kepemilikan pemberinya 
sekalipun harta bersifat simbolis”.8 
Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf 
adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 
dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 
syariah. 
Sedangkan wakaf tunai secara eksplisit dijelaskan oleh Fatwa Majelis Ulama tanggal 11 
Mei 2002 berupa wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok rang, lembaga atau 
badan hukum dalam bentuk uang tunai.  
 
6 M. Wahab Aziz, “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Islam”, International Journal Ilya’ Ulum Al-Din 19, 
no.1 (2017), h.1. 
7 Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Khalifa, 2007), h.340. 
8 Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Khalifa, 2007), h.48. 
Tinjauan Yuridis Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Solusi  
Pengentasan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Makassar 
 
M. Miftah Fauzan Rum, Jamal Jamil, Hadi Daeng Mapuna 
QaḍāuNā Volume 2 Edisi Khusus Oktober 2021 | 1129 
Wakaf tunai dapat dijadikan sebagai solusi wakaf produktif. Karena uang tidak hanya 
dilihat sebagai alat tukar transaksi. Selain itu, uang dapat dinilai sebagai komoditas yang 
mengembangkan hal-hal lain seperti produk yang dapat digunakan sebagai alat produksi 
yang dapat direalisasikan. Hal ini karena masyarakat yang ingin berwakaf tunai tidak perlu 
menunggu untuk memiliki benda tidak bergerak karena model wakaf tunai dapat diberikan 
dalam satuan yang lebih kecil dan tidak memberatkan masyarakat yang ingin 
menjalankannya9. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, Imam Azzuhri (wafat 124 H) 
menyarankan agar Dinar dan Dirham menjadi wakaf yang direkomendasikan untuk 
pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan bagi umat Islam. Caranya dengan 
menggunakan uang sebagai modal kerja dan kemudian membagi keuntungannya sebagai 
wakaf10. 
Pada dasarnya wakaf telah dikenal dan diterapkan sejak lama di Indonesia. Namun, seiring 
perkembangan dan efektifitas promosi yang tertinggal dari zakat, wakaf kurang diminati 
pada masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan tingkat literasi masyarakat 
mengenai wakaf masih terbatas pada pemanfaatan dengan objek benda tidak bergerak 
seperti tanah, bangunan, pohon, sumur, dan lain sebagainya. Karena hanya terbatas pada 
pemahaman demikian masyarakat yang berada pada kelas menengah ke bawah merasa 
berat karena untuk berwakaf harus memiliki terlebih dahulu tanah, bangunan, ataupun 
kebun yang dimana secara teknis penghasilan mereka hanya dapat digunakan untuk 
menutupi kebutuhan sehari-hari. 
Barulah pada 25 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo 
meluncurkan sebuah program segar berupa Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang 
merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan 
memulihkan ketimpangan sosial di tanah air melalui pemanfaatan wakaf tunai sebagai 
pengembangan kelembagaan keuangan Syariah yang sedikit berdampak pada pergeseran 
pemahaman masyarakat terhadap wakaf. 
Namun secara historis, Indonesia telah lama mengenal wakaf uang sebagai legalitas yang 
sah dijalankan melalui keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 
 
9 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhdap kesejahteraan masyarakat : 
Implementasi Wakaf di pondok Modern Darussalam Gontor (Cet.1; Jakarta: Kementrian Agama RI,2010), h.202. 
10 M. Wahab Aziz, “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Islam”, International Journal Ilya’ Ulum Al-Din 
Vol.19, no.1 (2017), h.12. 
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tanggal 11 Mei 2002 yang memfatwakan hukum terhadap wakaf tunai adalah jawaz 
(diperbolehkan), yang untuk memastikan keawetannya maka objek benda wakaf tidak 
dapat diperjualbelikan, disumbangkan dan/atau diwariskan. Hal ini semakin diperkuat 
dengan pengundangan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta 
beberapa aturan bawahan yang mempertegas lajur teknis administrasinya.  
Oleh karena itu, wakaf tunai dapat dijadikan sub sistem sumber keuangan Islam yang perlu 
dioptimalkan untuk mendukung program penguatan ekonomi masyarakat yang 
dilaksanakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan akibat pandemi covid-19. 
Tapi, selain dari pemerintah perlu juga disokong oleh dukungan elemen lain yang terkait, 
karena program pemerintah yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan di Indonesia 
belum membuahkan hasil yang signifikan. Apalagi dalam masa pandemi ini, pemerintah 
membutuhkan keterlibatan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keadaannya. Oleh 
karena itu, beberapa organisasi masyarakat dan lembaga keuangan yang bergerak di 
bidang pengelolaan wakaf diharapkan dapat membantu pemerintah dalam progam 
pengentasan kemiskinan akibat pandemi covid-1911. 
 Dengan dilatarbelakangi hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengakji wakaf tunai 
di Kota Makassar terkait acuan pengelolaan dan proses pengelolaan wakaf tunai. 
 
B. Metode Penelitian  
Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan penelitian kualitatif yang menekankan pada 
analisis proses berpikir induktif terkait dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, 
dan selalu menggunakan logika ilmiah. Berdasar pada perspektif di atas, penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan (field research), dimana penelitian ini berfokus pada hasil 
pengumpulan data dari informan yang terekam dan terdokumentasi. Penulis memilih 
lokasi penelitian di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. 
Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain 
pendekatan empiris. Karena dalam menggunakan pendekatan kualitatif data hasil 
 
11 M Nur Rianto Al arif, “Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di 
Indonesia”, Indo-islamika 2, no.1 (2012),h.19. 
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penelitian diperoleh secara langsung, dengan observasi dan wawancara, sehinga dapat 
disimpulkan sebagaimana apa adanya. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan 
yuridis agar dapat dijadikan acuan keselarasan terhadap objek yang akan diteliti dan 
relevansi dengan masalah yang akan dibahas. 
Sebagai sumber atau alat dari pengumpulan data, maka digunakan metode observasi atau 
pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung objek 
penelitian. Sehingga penulis mendapatkan data primer dan sekunder yang kemudian 
didokumentasi agar data yang diperoleh menjadi lebih akurat.  
 
C. Hasil dan Pembahasan  
1. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Tunai di Kota Makassar 
Proses pengelolaan Wakaf Tunai di Kota Makassar mengacu pada Undang-Undang 
RI No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan beberapa aturan turunan di bawahnya yang 
secara eksplisit mengatur lebih lanjut.  
Pengelolaan wakaf tunai di Kota Makassar sebagai solusi pengentasan kemiskinan 
akibat pandemi covid-19 sepenuhnya belum secara maksimal menjadi kesadaran 
beberapa elemen terkait (masyarakat, nazhir, pemerintah). Hal ini dapat dinilai dari 
tidak adanya realisasi gerakan wakaf tunai secara massif di masyarakat. Lembaga 
pengelola wakaf masih bergerak secara individu dan tidak terkoordinasi secara baik. 
Misalnya, pengelolaan wakaf tunai di Al-Markaz al- Islami yang mengelola wakaf 
tunai untuk pembangunan dan pengembangan kehidupan masjid dan Yayasan Wakaf 
UMI yang mengelola wakaf tunai untuk pembangunan sarana dan prasarana kampus. 
Salah satu hal yang menjadi faktor penghambat lainnya adalah paradigma 
masyarakat Kota Makassar yang belum tergeser sepenuhnya dari definisi wakaf yang 
berobjek benda tidak bergerak.  
Hanya saja peran BWI Sulawesi Selatan sedikit mengerucut selain dari yang menjadi 
tugas dan kewenangannya. Badan Wakaf Indonesia yang secara Undang-Undang RI 
No.41 Tahun 2004 memiliki fungsi pembinaan, pengelolaan dan pengembangan, 
perizinan, serta pemberhentian dan pelantikan nazhir mengerucut menjadi 
pembinaan, konfirmasi dan koordinasi (dalam lingkup pengelolaan yang lebih 
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sempit). Demikian BWI Sulawesi Selatan masih mencanangkan beberapa pengadaan 
forum nazhir untuk memaksimalkan lajur pengelolaan wakaf tunai sebagai potensi 
yang besar dalam memulihkan ekonomi masyarakat lebih jauh lagi menjadikannya 
sebagai komoditas yang menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat. 12 Hal ini bisa 
dimulai dengan terfokusnya perhatian pada pengelolaan sumber daya nazhir yang 
kompetitif, sehingga tujuan dan sasaran tercapai karena nazhir merupakan salah satu 
unsur yang saling mempengaruhi dalam wakaf karena efisiensi dan efektifitas 
pengelolaan wakaf sangat bergantung pada ketangkasan nazhir.13 
 
Tabel 1 
Data Persertifikasian Tanah Wakaf di Kota Makassar 
TAHUN 2019 2020 2021 
Yang Sudah Bersertifikat Lokasi 84 84 84 
Luas (M2) 59.127 59.127 59.127 
Yang Belum Bersertifikat Lokasi 195 195 195 








Lokasi 23 23 23 
Luas (M2) 67.165 67.165 67.165 
Lokasi 45 45 45 
 
12 H. Rappe, Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 
Makassar, 31 Mei 2021. 
13 Musyfikah Ilyas, “Profesionalisme Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi”, Al-Qadau 4, no.1 
Juni (2019), h.93. 
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Lokasi 45 45 45 
Luas (M2) 47.019 47.019 47.019 
Jumlah 
 
Lokasi 279 279 279 
Luas (M2) 410.629 410.629 410.629 
Sumber: Data Seksi Pemberdayaan Wakaf Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Berdasrkan tabel di atas dapat terlihat jelas jika harta benda wakaf secara umum 
belum terkelola dengan baik di Kota Makassar.  
Kedepannya wakaf tunai dapat menjadi perhatian yang cukup serius mengingat 
potensi dari perputaran modal dari wakaf tunai yang cukup berpotensi. Kebiasaan 
berwakaf tunai ini bisa saja diawali oleh hal yang dekat dengan masyarakat seperti 
masjid. Masjid yang merupakan sarana peribadatan nampaknya saat ini hanya 
berkutat pada pencapaian kesejahteraan immaterial (keimanan, ketakwaan, 
kesabaran, dan kejujuran), padahal selain ibadah horizontal ada ibadah muamalat 
yang secara vertikal merupakan hubungan sosial antar umat.14 Ini karena Islam juga 
memandang ekonomi dan kesejahteraan spiritual. Tolak ukur dari sisi materi tidak 
hanya melihat nilai ekonomi, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan sosial. 
Sehingga konsep kesejahteraan yang diartikan Islam lebih mendalam.15 
 
 
14 Kaswad Sartono, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar 19 Mei 2021. 
15 Muslihati, “Konsep Distribusi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pendapatan Ekonomi 
Masyarakat”, Iqtisaduna 5, no. 2 Desember (2019), h.253. 
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2. Pengelolaan Wakaf Tunai Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 
Konsep wakaf tunai sebenarnya merupakan konsep yang telah dikemukakan sejak 
lama. Bahkan dalam sejarah, hal ini telah menjadi praktik pada abad kedua Hijriah. 
Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Az-Zuhri memberikan fatwanya 
mengenai kebolehan berwakaf dengan dinar dan dirham agar dapat digunakan untuk 
pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Pengelolaannya berupa 
objek wakaf dijadikan sebagai modal usaha produktif kemudian keuntungannta 
disalurkan sebagai wakaf.16 Karena pada prinsipnya Islam mendorong segala sesuatu 
tindakan untuk menghasilkan produk atau jasa tertentu yang ditujukan untuk 
kesejahteraan umat. Bahkan Islam memberikan nilai tambah pada upaya tersebut 
berupa sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan Jihad di jalan-Nya. 17 
Kebolehan berwakaf tunai juga dikemukakan oleh para ulama Mazhab Hanafi, 
Maliki, dan sebagian ulama Mazhab Syafi’i sebagaimana yang diriwayatkan Abu 
Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.18  
Indonesia mengadaptasi wakaf tunai melalui rapat Komisi Fatwa MUI pada hari 
Sabtu tanggal 11 Mei 2002 tentang redefinsi wakaf yang semakin diperluas yaitu 
mendefisikan wakaf tunai sebagai menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa 
lenyap bendanya atau pokoknya, dengan tidak melakukan Tindakan hukum terhadap 
benda tersebut. Lebih spesifik dijelaskan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf obyek wakaf berupa uang dan surat berharga.19 
Berkenan dengan harta benda wakaf, paradigma yang masih kental hingga saat ini 
hanya seputar benda yang tidak bergerak (tanah), dalam Undang-Undang RI No. 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf diperluas sehingga meliputi benda tidak bergerak 
mencakup : hak atas tanah; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas 
tanah; tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas 
satuan rumah susun yang berlaku; dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan 
 
16 Al-Mawardy Al-Hawi Al-Kabir, Tahqiq, Mahmud Mukhraji (Beiru, Dar Al-Fikr,1994), h.379. 
17 Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an”, El-Iqhtisady 2, no.1 Juni (2020), 
h.158. 
18 Suhrawardi K Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, ed. Bahdin Nur Tanjung dan Farid Wajdi 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.107. 
19 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Jakarta: Simbiosa Rekatama Media, 2008), h.121. 
Tinjauan Yuridis Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Solusi  
Pengentasan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Makassar 
 
M. Miftah Fauzan Rum, Jamal Jamil, Hadi Daeng Mapuna 
QaḍāuNā Volume 2 Edisi Khusus Oktober 2021 | 1135 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda bergerak 
yaitu harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi uang; logam mulia; 
surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda 
bergerak lainnya seperti mushaf, buku, dan kitab, Undang-Undang RI No. 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf telah memberi pijakan penting yang dapat dioptimalkan dalam 
menopang pembangunan dan pengentasan kemiskinan pada masyarakat. 
Dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia dewasa kini telah diatur melalui 
Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksaan atas Undang-Undang RI 
No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , dan Peraturan Menteri Agama Republik 
Indonesia No.4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Tunai. 
Di Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pembahasan mengenai 
wakaf tunai terdapat dalam pasal 28, 29, 30, dan 31. 
 Di pasal 28, dijelaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang 
melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri dalam hal ini 
yang berwenang adalah Menteri Agama. 20 
 Di pasal 29, dijelaskan bahwa pelaksanaan wakaf tunai dilaksanakan oleh wakif 
dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis, kemudian LKS 
mengeluarkan sertifikat wakaf tunai yang diserahkan kepada wakif dan nazhir 
sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. 21 
 Di pasal 30, dijelaskan bahwa setelah diterbitkannya sertifikat wakaf tunai, LKS dan 
nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri yang dalam hal 
ini Menteri Agama dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak 
diterbitkannya sertifikat wakaf tunai. 22 
 Dan di pasal 31, mengalihkan ketentuan pengadminsitrasian lebih lanjut diatur dalam 
peraturan Pemerintah. 23 
 Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang 
pelaksaan atas Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ketentuan 
 
20 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, Bab 2, Pasal 28. 
21 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, Bab 2, Pasal 29. 
22 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, Bab 2, Pasal 30. 
23 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, Bab 2, Pasal 31. 
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pengelolaan lebih rinci diatur dalam pasal 22. 
 Di pasal 22, wakif yang akan melaksanakan wakaf uang wajib menggunakan uang 
dalam mata uang rupiah, jika menggunakan mata uang asing maka wajib 
dikonversikan dahulu ke rupiah. Setelah itu wakif diwajibkan untuk : 
a. Hadir di LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; 
b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul harta benda yang ingin diwakafkan; 
c. Menyetor secara tunai harta uang ke LKS-PWU; 
d. Mengisi formular pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar 
Wakaf (AIW). 24 
Kemudian pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 
tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Tunai, pengelolaan wakaf tunai diatur 
dalam Pendaftaran di pasal 4, 5, dan 6, . 
 Pasal 4 menjelaskan bahwa LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf tunai 
disertai dengan Salinan fotokopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKS_PWU 
penerbit kepada menteri melalui kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten 7 hari 
kerja semenjak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dengan tembusan 
kepada BWI setempat. 25 
 Di pasal 5 menjelaskan Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota menerbitkan 
bukti pendaftaran wakaf tunai yang memuat : 
a. Identitas LKS-PWU, wakif, nazhir, dan saksi; 
b. Jumlah nominal wakaf tunai; 
c. Asal-usul uang; 
d. Peruntukan wakaf; 
e. Jangka waktu wakaf tunai; 
f. Nomor SWU; 
g. Nomor pendaftaran. 26 
Di pasal 7 menjelaskan tentang pengawasan harta wakaf tunai, bahwa setelah wakaf 
 
24 Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Bab 3, Pasal 22. 
25 Kementerian Agama RI, “ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi 
Pendaftaran Wakaf Uang”, Bab 3, Pasal 4. 
26 Kementerian Agama RI, “ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi 
Pendaftaran Wakaf Uang”, Bab 3, Pasal 5. 
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tunai terdaftar, Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melaporkan 
pendataan kepada menteri melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
secara periodik setiap 6 bulan yang kemudian disampaikan kepada menteri melalui 
Direktur Jenderal yang berwenang. 27 
Pasal 8 menjelaskan LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf tunai 
berupa : jumlah wakaf, nilai wakaf, dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap 
akhir tahun buku kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada 
BWI paling lambat 3 bulan sejak akhir tahun buku. 28 
Pasal 9 menjelaskan mengenai kewajiban nazhir menyampaikan laporan pengelolaan 
wakaf uang meliputi : pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil 
pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahap berikutnya setiap 6 
bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal paling lambat 3 bulan 
sejak akhir tahun buku. 29 
Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf membagi pengelolaan wakaf 
tunai menjadi dua macam, yaitu pengelolaan secara langsung dan tidak langsung 
seperti yang dijelaskan pada pasal 13,14, dan 15. 
Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan secara langsung adalah 
pengelolaan wakaf tunai pada proyek yang dikerjakan oleh nazhir yang bekerjasama 
dengan investor atau sebaliknya, dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai 
berikut  
a. Usaha proyek dijalankan sesuai dengan Syariah; 
b. Tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C 
(character, condition, capital, capacity, and collacteral), dan 3P (people, purpose, 
and payment); dan 
 
27 Kementerian Agama RI, “ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi 
Pendaftaran Wakaf Uang”, Bab 4, Pasal 7. 
28 Kementerian Agama RI, “ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi 
Pendaftaran Wakaf Uang”, Bab 4, Pasal 8. 
29 Kementerian Agama RI, “ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi 
Pendaftaran Wakaf Uang”, Bab 4, Pasal 9. 
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c. Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. 30 
Sedangkan pengelolaan secara tidak langsung adalah pengelolaan yang melalui 
lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan 
seperti : Bank Syariah, Baitul Maal Waal Tamwil, Koperasi,dan lain-lain. Syarat 
yang harus dipenuhi antara lain : 
a. Lembaga yang bersangkutan telah beroperasi paling singkat selama 2 tahun; 
b. Memiliki kelengkapan legal formal; dan 
c. Menyerahkan laporan audit independent selama 2 tahun terakhir. 31 
D. Penutup 
Pelaksanaan pengelolaan wakaf tunai di Kota Makassar mengacu pada Undang-Undang 
RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf namun belum terealisasikan secara optimal. Perlu 
adanya konsistensi dari lembaga pembinaan dan nazhir itu sendiri yang terkonsolidasi 
untuk tercapainya masyarakat yang sadar akan nilai potensi yang diperoleh dari massifnya 
wakaf tunai dalam mengentaskan kemiskinan akibat pandemi covid-19. 
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